
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 



 

 
KATA PENGANTAR 

 
 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT karena berkat rahmat-Nya, kami bisa 

menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur. 

Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan 

memberikan kontribusi terhadap penyelesaian Laporan Kinerja ini, terutama kepada 

para pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kutai Timur. Karena disadari atau tidak, pencapaian kinerja selama tahun 

2023 ini merupakan perwujudan dari pekerjaan dan kerja sama kita sebagai Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur. 

Laporan Kinerja adalah amanat dari pelaksanaan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana kami selaku 

Perangkat Daerah (PD) berkewajiban menyusun Laporan Kinerja untuk disampaikan 

kepada Bupati Kutai Timur sebagai pertanggungjawaban janji dan komitmen kerja. 

Laporan Kinerja ini merupakan gambaran pencapaian kinerja kami selaku Perangkat 

Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Selama setahun ini, 

banyak tugas dan pekerjaan yang telah kami laksanakan. Semua itu tidak luput juga 

dari khilaf dan kekurangan. Semoga saja apa pun yang telah kami kerjakan ini, 

menjadi manfaat dan kebaikan bagi kami selaku Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah serta bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.  

Kami mengharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi wujud transparansi dan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan 
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Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini juga 

dapat menjadi sarana evaluasi atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Kutai Timur, serta memberikan umpan balik dan pemacu bagi 

upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Sangatta, 1 Februari 2024 

Plt. Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Kutai Timur 
 

 

 

Dr. Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si. 
NIP 19651212 200003 1 003 

 

2 
 



 

 
RINGKASAN EKSEKUTIF 

 
 

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai 

Timur tahun 2023 adalah wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai 

Timur tahun 2023. Laporan Kinerja menggambarkan dan menyajikan pencapaian 

kinerja dan realisasi keuangan atas perjanjian kinerja yang ditandatangani antara 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur dan 

Bupati Kutai Timur. 

Hal ini juga merupakan kewajiban Perangkat Daerah untuk menyusun dan 

menyajikan Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Secara umum capaian kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kutai Timur mencapai 93,77% dari target yang telah ditetapkan dalam 

Perjanjian Kinerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyebutkan bahwa 

penyelenggaraan SAKIP pada Perangkat Daerah (PD) dilaksanakan oleh entitas 

akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Penyelenggaraan SAKIP itu meliputi 

rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, 

pelaporan Kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja. Salah satu yang menjadi 

kewajiban Perangkat Daerah adalah menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja 

atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah 

dialokasikan, lalu menyampaikan Laporan Kinerja tersebut kepada Kepala Daerah. 

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap 

tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan 

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan 

fungsi yang dipercayakan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur atas penggunaan anggaran. 

Tujuan pelaporan Kinerja ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur 

kepada Bupati Kutai Timur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta 

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 
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Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur 

merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah dipimpin oleh Kepala BPKAD, serta berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dasar pembentukan 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah 

Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah.  

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Kutai Timur diuraikan ke dalam masing-masing bagian dan 

bidang yaitu: 

Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang 

meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga 

dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur. 

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat 

menyelenggarakan fungsi: 

1.​ Menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan Sekretariat sebagai pedoman 

dan acuan kerja; 

2.​ Mengoordinasikan penyusunan program kerja Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah; 

3.​ Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, dan 

petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan lingkup 

tugas sekretariat; 

2 
 



 

4.​ Merumuskan bahan pengelolaan dan koordinasi administrasi 

umum dan kepegawaian; perencanaan program; dan keuangan 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

5.​ Memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi dalam lingkungan 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

6.​ Merumuskan bahan pengelolaan dan koordinasi dokumentasi, perpustakaan, 

arsip dan perlengkapan/perbekalan rumah tangga; serta pembinaan hubungan 

kemasyarakatan dan urusan keprotokolan Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah; 

7.​ Menghimpun, mengelola, dan menyajikan data/informasi berkaitan dengan 

penyelenggaraan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

8.​ Memfasilitasi kerja sama dengan instansi terkait, Kabupaten, instansi vertikal 

serta pihak ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

untuk keberhasilan program kerja; 

9.​ Menyinkronisasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas 

bidang-bidang; Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

10.​Mengoordinasikan pengumpulan bahan Rencana Kerja Anggaran untuk menjadi 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah; 

11.​ Mengoordinasikan penyusunan rencana strategi dan rencana kerja Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

12.​Mengendalikan kegiatan kesekretariatan dalam rangka mendukung kegiatan 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

13.​Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang 

tugasnya; 

14.​Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan; 

15.​Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap 

kinerja bawahan; dan 

16.​Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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Bidang Anggaran 
Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 

teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran. 

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Anggaran mempunyai fungsi: 

1.​ Koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD 

dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Kebijakan Umum Perubahan 

APBD/Prioritas Plafon Anggaran Sementara perubahan; 

2.​ Koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Rencana Kerja dan 

Anggaran Perubahan/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah; 

3.​ Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran APBD; 

4.​ Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

5.​ Mengoordinasikan proses penyusunan anggaran pendapatan; 

6.​ Mengoordinasikan proses penyusunan anggaran belanja daerah; dan 

7.​ Mengoordinasikan proses penyusunan anggaran pembiayaan. 

 

Bidang Perbendaharaan 
Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan. 

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi: 

1.​ Mengoordinasikan pengelolaan dan pemindahbukuan uang kas daerah; 

2.​ Mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah; 

3.​ Mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya; 

4.​ Mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas 

umum daerah; 

5.​ Mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar 

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana; 
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6.​ Mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan 

dokumen Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah 

Membayar, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat 

Pertanggungjawaban gaji dan non gaji, serta penerbitan Surat Keterangan 

Pemberhentian Pembayaran; 

7.​ Mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran 

kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan 

penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK); 

8.​ Mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat 

pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang 

Daerah sebagai optimalisasi kas; 

9.​ Mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta 

pemungutan dan pemotongan atas Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana 

dengan instansi terkait; 

10.​Mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang 

berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan 

pertanggungjawaban; dan 

11.​ Mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan Surat Penyediaan Dana 

restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan. 

 

Bidang Akuntansi 
Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi. 

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi: 

1.​ Mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah; 

2.​ Mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah; 

3.​ Mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD; 

4.​ Mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 
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5.​ Melaksanakan konsolidasi seluruh laporan keuangan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; 

6.​ Menyusun tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa 

Keuangan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

7.​ Melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan; 

8.​ Menyusun analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

9.​ Menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan 

akuntansi pemerintah daerah; 

10.​Menyusun sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 

daerah; 

11.​ Melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial; 

12.​Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan 

keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan 

 
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengelolaan barang milik daerah. 

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

menyelenggarakan fungsi: 

1.​ Mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe 

barang; 

2.​ Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik 

Daerah; 

3.​ Mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam 

penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah; 

4.​ Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah; 

5.​ Mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah 

6.​ Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terkait 

pengelolaan barang milik daerah; 
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7.​ Mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi 

dan hukum barang milik daerah; 

8.​ Mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan dan meneliti dokumen 

terkait penggunaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemusnahan dan 

penghapusan barang milik daerah; 

9.​ Mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah; 

10.​Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan 

barang milik daerah; 

11.​ Mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah 

dari Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

12.​Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik 

daerah; dan 

13.​Mengoordinasikan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
 

STRUKTUR ORGANISASI 
Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut: 

STRUKTUR ORGANISASI 
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SUMBER DAYA MANUSIA 
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur didukung dengan 

sumber daya manusia sebanyak 133 orang, terdiri dari 53 orang Aparatur Sipil 

Negara (ASN) dan 80 orang Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D). Rincian pegawai 

disajikan sebagai berikut: 

Tabel 1.1 
Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan 

NO GOLONGAN JUMLAH 

1 Pembina Utama Muda (IV c) - 

2 Pembina Tk I (IV b) - 

3 Pembina (IV a) 3 orang 

4 Penata Tk I (III d) 9 orang 

5 Penata (III c) 11 orang 

6 Penata Muda Tk I (III b) 6 orang 

7 Penata Muda (III a) 9 orang 

8 Pengatur Tk I (II d) 11 orang 

9 Pengatur (II c) 3 orang 

10 Pengatur Muda Tk I (II b) 1 orang 

11 Pengatur Muda (II a)  - 

12 TK2D 80 orang 

 Jumlah 133 orang 

 

ISU STRATEGIS 

Terdapat beberapa isu strategis yang telah ditentukan terkait pelaksanaan tugas dan 

fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur 

dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan 

keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah, yaitu sebagai berikut: 

1.​ Ketepatan waktu penyusunan APBD; 

2.​ Ketersediaan anggaran kas dari besaran pendapatan yang ditargetkan harus 

dapat memenuhi kebutuhan belanja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai 

Timur; 
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3.​ Penatausahaan keuangan daerah sehubungan dengan 

penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belum 

sepenuhnya dapat diterbitkan secara tepat waktu sesuai aturan perundangan 

yang berlaku; 

4.​ Pengelolaan aset/barang daerah yang rinciannya belum sepenuhnya dapat 

dihitung secara tepat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Kutai Timur; 

5.​ Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah belum mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

 

SISTEMATIKA PENYAJIAN 
Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai 

Timur Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

RINGKASAN EKSEKUTIF 
BAB I PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi 

Struktur Organisasi 

Sumber Daya Manusia 

Sistematika Penyajian 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 
Rencana Strategis 

Perjanjian Kinerja 

Rencana Anggaran 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 
Capaian Kinerja 

Analisis Capaian Kinerja 

Pencapaian Kinerja Lainnya 

Realisasi Anggaran 

BAB IV PENUTUP 
Kesimpulan 

Rencana Tindak 

LAMPIRAN 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 
 
 

RENCANA STRATEGIS 

Sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan 

bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan 

Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. 

Kabupaten Kutai Timur telah memiliki RPJMD tahun 2021-2026 yang menuangkan 

visi dan misi, serta RKPD tahun 2023.  

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku perangkat daerah telah 

menyusun perencanaan strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur (Renstra BPKAD) 

Tahun 2021-2026. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya Renstra BPKAD dijabarkan setiap 

tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (Renja) dan Perjanjian Kinerja. 

1.​ Visi dan Misi 
Visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD tahun 

2021-2026 adalah “Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua”. 

“Kutai Timur Sejahtera” adalah kondisi masyarakat Kutai Timur dalam keadaan 

baik, makmur, sehat, damai, dan dapat mengakses semua infrastruktur 
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pelayanan dasar. Sedangkan “Menata untuk Semua” adalah kondisi 

masyarakat Kutai Timur dengan tata Kelola pemerintahan yang 

baik, sehingga tercipta perubahan positif dan lebih produktif (continuous 

improvement) dalam mengelola sumber daya guna meningkatkan taraf hidup di 

semua lapisan masyarakat. 

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan daerah sebagai 

berikut: 

a.​ Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu; 

b.​ Mewujudkan daya saing ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian; 

c.​ Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara proporsional dan 

merata; 

d.​ Mewujudkan pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum dan 

teknologi informasi; 

e.​ Mewujudkan sinergitas pengembangan wilayah dan integrasi pembangunan 

yang berwawasan lingkungan. 

Berdasarkan misi Kabupaten Kutai Timur di atas, Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya melaksanakan Misi 4, yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang 

partisipatif berbasis penegakan hukum dan teknologi informasi”. 

 

2.​ Tujuan dan Sasaran 
Sebagai penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur, maka tujuan kinerja 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah 

“Mewujudkan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 

berkualitas, transparan, bersinergi dan vakuntabel, responsive, partisipatif dalam 

mendukung Kabupaten Kutai Timur sebagai Kabupaten yang Mandiri 

Sasaran: 

a.​ Terwujudnya Tertib Administrasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b.​ Terwujudnya Tertib Administrasi Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
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PERJANJIAN KINERJA 
Perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kutai Timur adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari 

Bupati Kutai Timur kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kutai Timur untuk melaksanakan program dan atau kegiatan yang 

disertai dengan sasaran strategis, indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian 

kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima 

dan pemberi amanah atas kinerja yang dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, 

berdasarkan tugas pokok, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. 

Tabel 2.1 
Perjanjian Kinerja 2023 

Sub Bagian Perencanan Program 
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 

 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

1 Penyusunan dokumen 
perencanaan perangkat daerah 

Tersusunnya dokumen perencanaan 
perangkat daerah 

Dokumen 

2 Koordinasi dan penyusunan 
dokumen RKA-SKPD 

Hasil koordinasi dokumen 
RKA-SKPD 

Dokumen 

3 Koordinasi dan penyusunan 
dokumen perubahan 
RKA-SKPD 

Tersedianya dokumen perubahan 
RKA-SKPD dan laporan hasil 
koordinasi penyusunan dokumen 
perubahan RKA-SKPD 

Dokumen 

4 Koordinasi dan penyusunan 
DPA-SKPD 

Tersedianya dokumen DPA-SKPD 
dan laporan hasil koordinasi 
penyusunan dokumen DPA-SKPD 

Dokumen 

5 Koordinasi dan penyusunan 
perubahan DPA-SKPD 

Tersedianya dokumen perubahan 
DPA-SKPD dan laporan hasil 
koordinasi penyusunan dokumen 
perubahan DPA-SKPD 

Dokumen 

6 Koordinasi dan penyusunan 
laporan capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

Tersedianya laporan capaian kinerja 
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 
dan laporan hasil koordinasi 
penyusunan laporan capaian kinerja 
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

Laporan 
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NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 

7 Evaluasi 
kinerja perangkat daerah 

Terlaksananya 
evaluasi kinerja perangkat daerah 

Laporan 

 
 
Sub Bagian Keuangan 
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 

 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

1 Penyediaan gaji dan tunjangan 
ASN 

Tersedianya gaji bagi ASN 
Kabupaten Kutai Timur 

Orang/bulan 

2 Penyediaan administrasi 
pelaksanaan tugas ASN 

Tersedianya gaji bagi ASN 
Kabupaten Kutai Timur 

Dokumen 

3 Pelaksanaan penatausahaan 
dan pengujian/verifikasi 
keuangan SKPD 

Terlaksananya penatausahaan dan 
pengujian/verifikasi keuangan 
SKPD 

Dokumen 

4 Koordinasi dan pelaksanaan 
akuntansi SKPD 

Terlaksananya koordinasi dan 
pelaksanaan akuntansi SKPD yang 
baik 

Dokumen 

5 Koordinasi dan penyusunan 
laporan keuangan akhir tahun 
SKPD 

Tersedianya laporan keuangan 
akhir tahun SKPD dan laporan 
hasil koordinasi penyusunan 
laporan keuangan akhir tahun 
SKPD 

Laporan 

6 Pengelolaan dan penyiapan 
bahan tanggapan pemeriksaan 

Tersedianya dokumen bahan 
tanggapan pemeriksaan dan tindak 
lanjut pemeriksaan 

Dokumen 

7 Koordinasi dan penyusunan 
laporan keuangan 
bulanan/triwulanan/semesteran 
SKPD 

Tersedianya laporan keuangan 
bulanan/triwulanan/semesteran 
SKPD dan laporan koordinasi 
penyusunan laporan keuangan 
bulanan/triwulan/semesteran SKPD 

Laporan 

8 Penyusunan pelaporan dan 
analisis prognosis realisasi 
anggaran 

Tersedianya dokumen pelaporan 
dan analisis prognosis realisasi 
anggaran 

Dokumen 

 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
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NO 

SASARAN 

PROGRAM 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET 

 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

1 Penyusunan perencanaan 
kebutuhan Barang Milik Daerah 
SKPD 

Tersedianya rencana kebutuhan 
barang milik 

Dokumen 

2 Pembinaan, pengawasan, dan 
pengendalian Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

Terlaksananya pembinaan, 
pengawasan dan pengendalian 
Barang Milik Daerah pada SKPD 

Laporan 

3 Penatausahaan Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

Terlaksananya penatausahaan 
Barang Milik Daerah pada SKPD 

Laporan 

 

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 

 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

1 Pengadaan pakaian dinas 
beserta atribut kelengkapannya 

Tersedianya pakaian dinas beserta 
atribut kelengkapannya 

Paket 

2 Pendataan dan pengolahan 
administrasi kepegawaian 

Terlaksananya pendataan dan 
pengolahan administrasi 
kepegawaian 

Dokumen 

3 Pendidikan dan pelatihan 
pegawai berdasarkan tugas dan 
fungsi 

Terlaksananya pendidikan dan 
pelatihan pegawai berdasarkan 
tugas dan fungsi 

Orang 

 

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 

 Administrasi Umum Perangkat Daerah 

1 Penyediaan komponen instalasi 
listrik/penerangan bangunan 
kantor 

Tersedianya komponen instalasi 
listrik/penerangan bangunan kantor 

Paket 

2 Penyediaan peralatan dan 
perlengkapan kantor 

Tersedianya peralatan dan 
perlengkapan kantor 

Paket 

3 Penyediaan bahan logistik 
kantor 

Tersedianya bahan logistik kantor Paket 
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NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 

4 Fasilitasi 
kunjungan tamu 

Terlaksananya 
fasilitasi kunjungan tamu 

Laporan 

5 Penyelenggaraan rapat 
koordinasi dan konsultasi SKPD 

Terlaksananya penyelenggaraan 
rapat koordinasi dan konsultasi 
SKPD 

Laporan 

 

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 

 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1 Penyediaan jasa komunikasi, 
sumber daya air dan listrik 

Tersedianya jasa komunikasi, 
sumber daya air dan listrik 

Laporan 

2 Penyediaan jasa pelayanan 
umum kantor 

Tersedianya jasa pelayanan umum 
kantor 

Laporan 

 

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 

 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1 Penyediaan jasa pemeliharaan, 
biaya pemeliharaan dan pajak 
kendaraan perorangan dinas 
atau kendaraan dinas jabatan 

Tersedianya jasa pemeliharaan, 
biaya pemeliharaan dan pajak 
kendaraan perorangan dinas atau 
kendaraan dinas jabatan 

Unit 

2 Pemeliharaan/rehabilitasi 
sarana dan prasarana 
pendukung gedung kantor atau 
bangunan lainnya 

Terlaksananya 
pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan 
prasarana pendukung gedung kantor 
atau bangunan lainnya 

Unit 

 
Bidang Perbendaharaan 
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 

 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 

1 Koordinasi dan pengelolaan kas 
daerah 

Terlaksananya koordinasi dan 
pengelolaan kas daerah 

Dokumen 
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NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 

2 Penyiapan, pelaksanaan 
pengendalian dan penerbitan 
anggaran kas dan SPD 

Terlaksananya 
penyiapan, pelaksanaan 
pengendalian dan penerbitan 
anggaran kas dan SPD 

Dokumen 

3 Koordinasi, fasilitasi, asistensi, 
sinkronisasi, supervisi, 
monitoring dan evaluasi 
pengelolaan dana perimbangan 
dan dana transfer lainnya 

Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, 
asistensi, sinkronisasi, supervisi, 
monitoring dan evaluasi pengelolaan 
dana perimbangan dan dana 
transfer lainnya 

Dokumen 

4 Koordinasi, pelaksanaan kerja 
sama dan pemantauan transaksi 
non tunai dengan lembaga 
keuangan bank dan lembaga 
keuangan bukan bank 

Terlaksananya koordinasi, 
pelaksanaan kerja sama dan 
pemantauan transaksi non tunai 
dengan lembaga keuangan bank 
dan lembaga keuangan bukan bank 

Dokumen 

5 Koordinasi dan penyusunan 
laporan realisasi penerimaan 
dan pengeluaran kas daerah, 
laporan aliran kas, dan 
pelaksanaan 
pemungutan/pemotongan dan 
penyetoran Perhitungan Fihak 
Ketiga (PFK) 

Terlaksananya koordinasi dan 
penyusunan laporan realisasi 
penerimaan dan pengeluaran kas 
daerah, laporan aliran kas, dan 
pelaksanaan 
pemungutan/pemotongan dan 
penyetoran Perhitungan Fihak 
Ketiga (PFK) 

Laporan 

6 Rekonsiliasi data penerimaan 
dan pengeluaran kas serta 
pemungutan dan pemotongan 
atas SP2D dengan instansi 
terkait 

Terlaksananya rekonsiliasi data 
penerimaan dan pengeluaran kas 
serta pemungutan dan pemotongan 
atas SP2D dengan instansi terkait 

Dokumen 

7 Penyusunan petunjuk teknis 
administrasi keuangan yang 
berkaitan dengan penerimaan 
dan pengeluaran kas serta 
penatausahaan dan 
pertanggungjawaban sub 
kegiatan 

Tersedianya petunjuk teknis 
administrasi keuangan yang 
berkaitan dengan penerimaan dan 
pengeluaran kas serta 
penatausahaan dan 
pertanggungjawaban sub kegiatan 

Dokumen 

8 Pembinaan penatausahaan 
keuangan pemerintah 
kabupaten/kota 

Terlaksananya pembinaan 
penatausahaan keuangan 
pemerintah kabupaten/kota 

Dokumen 

9 Penatausahaan pembiayaan 
daerah 

Terlaksananya penatausahaan 
pembiayaan daerah 

Orang 
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NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 

 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

1 Analisis perencanaan dan 
pelaksanaan penerimaan 
pinjaman pemerintah daerah 

Terlaksananya analisis perencanaan 
dan pelaksanaan penerimaan 
pinjaman pemerintah daerah 

Laporan 

2 Pengelolaan dana darurat dan 
mendesak 

Terkelolanya dana darurat dan 
mendesak 

Laporan 

 
Bidang Aset 
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 

 Pengelolaan Barang Milik Daerah 

1 Penyusunan standar harga Tersedianya standar harga Dokumen 

2 Penyusunan perencanaan 
kebutuhan barang milik daerah 

Tersedianya rencana kebutuhan 
Barang Milik Daerah 

Dokumen 

3 Penyusunan kebijakan 
pengelolaan Barang Milik 
Daerah 

Tersedianya kebijakan pengelolaan 
Barang Milik Daerah 

Dokumen 

4 Penatausahaan Barang Milik 
Daerah 

Terlaksananya penatausahaan 
Barang Milik Daerah 

Laporan 

5 Inventarisasi Barang Milik 
Daerah 

Terlaksananya inventarisasi Barang 
Milik Daerah 

Laporan 

6 Pengamanan Barang Milik 
Daerah 

Terlaksananya pengamanan Barang 
Milik Daerah 

Laporan 

7 Penilaian Barang Milik Daerah Terlaksananya penilaian Barang 
Milik Daerah 

Laporan 

8 Optimalisasi penggunaan, 
pemanfaatan, 
pemindahtanganan, 
pemusnahan, dan penghapusan 
Barang Milik Daerah 

Terlaksananya optimalisasi 
penggunaan, pemanfaatan, 
pemindahtanganan, pemusnahan, 
dan penghapusan Barang Milik 
Daerah 

Laporan 
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NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 

9 Rekonsiliasi dalam rangka 
penyusunan laporan Barang 
Milik Daerah 

Terlaksananya 
rekonsiliasi dalam rangka 
penyusunan laporan Barang Milik 
Daerah 

Laporan 

10 Pembinaan pengelolaan Barang 
Milik Daerah pemerintah 
kabupaten/kota 

Terlaksananya pembinaan 
pengelolaan Barang Milik Daerah 
pemerintah kabupaten/kota 

Orang 

 
Bidang Anggaran 
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 

 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 

1 Koordinasi dan penyusunan 
KUA dan PPAS 

Tersusunnya KUA dan PPAS Dokumen 

2 Koordinasi, penyusunan dan 
verifikasi RKA-SKPD 

Terlaksananya verifikasi RKA-SKPD Dokumen 

3 Koordinasi, penyusunan dan 
verifikasi perubahan RKA-SKPD 

Terlaksananya verifikasi perubahan 
RKA-SKPD 

Dokumen 

4 Koordinasi, penyusunan dan 
verifikasi DPA-SKPD 

Terlaksananya verifikasi DPA-SKPD Dokumen 

5 Koordinasi, penyusunan dan 
verifikasi perubahan DPA-SKPD 

Terlaksananya verifikasi perubahan 
DPA-SKPD 

Dokumen 

6 Koordinasi dan penyusunan 
Peraturan Daerah tentang 
APBD dan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran 
APBD 

Tersusunnya Peraturan Daerah 
tentang APBD dan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran APBD 

Dokumen 

7 Koordinasi dan penyusunan 
Peraturan Daerah tentang 
Perubahan APBD dan Peraturan 
Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Perubahan APBD 

Tersusunnya Peraturan Daerah 
tentang Perubahan APBD dan 
Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Perubahan APBD 

Dokumen 

 
Bidang Akuntansi 
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NO 

SASARAN 

PROGRAM 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET 

 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 

1 Rekonsiliasi dan verifikasi aset, 
kewajiban, ekuitas, pendapatan, 
belanja, pembiayaan, 
pendapatan-LO dan beban 

Terlaksananya koordinasi 
pelaksanaan akuntansi penerimaan 
dan pengeluaran kas daerah 

Laporan 

2 Koordinasi penyusunan laporan 
pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD bulanan, 
triwulanan dan semesteran 

Tersedianya laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD bulanan, triwulanan dan 
semesteran 

Laporan 

3 Konsolidasi laporan keuangan 
SKPD, BLUD dan Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah 

Terlaksananya konsolidasi laporan 
keuangan SKPD, BLUD dan 
Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah 

Laporan 

4 Koordinasi dan penyusunan 
rancangan peraturan daerah 
tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD provinsi dan 
rancangan peraturan kepala 
daerah tentang penjabaran 
pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD 
kabupaten/kota 

Tersedianya rancangan peraturan 
daerah tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD provinsi dan 
rancangan peraturan kepala daerah 
tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD kabupaten/kota 

Dokumen 

5 Penyusunan tanggapan/tindak 
lanjut terhadap LHP BPK atas 
laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD 

Tersedianya tanggapan/tindak lanjut 
terhadap LHP BPK atas laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD 

Dokumen 

6 Penyusunan kebijakan dan 
panduan teknis operasional 
penyelenggaraan akuntansi 
pemerintah daerah 

Tersedianya kebijakan dan panduan 
teknis operasional penyelenggaraan 
akuntansi pemerintah daerah 

Dokumen 

7 Penyusunan sistem dan 
prosedur akuntansi dan 
pelaporan keuangan pemerintah 
daerah 

Tersedianya sistem dan prosedur 
akuntansi dan pelaporan keuangan 
pemerintah daerah 

Dokumen 

8 Pembinaan akuntansi, 
pelaporan dan 

Terlaksananya pembinaan 
akuntansi, pelaporan dan 

Orang 
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NO 

SASARAN 

PROGRAM 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET 

pertanggungjawaban 
pemerintah kabupaten/kota 

pertanggungjawaban pemerintah 
kabupaten/kota 

9 Pembinaan pengelolaan 
keuangan BLUD kabupaten/kota 

Terlaksananya pembinaan 
pengelolaan keuangan BLUD 
kabupaten/kota 

Lembaga 

 

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 

 Pengelolan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah 
Lingkup Keuangan Daerah 

1 Pembinaan sistem informasi 
pemerintah daerah bidang 
keuangan daerah pemerintah 
kabupaten/kota 

Terlaksananya pembinaan sistem 
informasi pemerintah daerah bidang 
keuangan daerah pemerintah 
kabupaten/kota 

Dokumen 

2 Pengelolaan dana bagi hasil 
kabupaten/kota 

Terkelolanya dana bagi hasil 
kabupaten/kota 

Laporan 

 
Pengukuran Perjanjian Kinerja 

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang 

(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini 

dilakukan secara berkala dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja 

dalam Laporan Kinerja menggambarkan posisi kinerja Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. 

 
RENCANA ANGGARAN 

Dalam rangka pencapaian target dalam perjanjian kinerja, Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur melaksanakan 3 program, ​

13 kegiatan dan 70 sub kegiatan yang didukung dengan anggaran 

Rp729.228.379.889,00 

Rincian rencana anggaran disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 2.2 
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Rencana Anggaran 2023 

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 

A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

5.700.337.150,00 

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 69.788.784.526,00 

3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

650.000.000,00 

4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.977.164.008,00 

5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 12.062.474.914,00 

6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

4.425.363.774,00 

7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

4.450.000.000,00 

B PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  

1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran 
Daerah 

8.764.000.000,00 

2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 15.961.001.752,00 

3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Daerah 

6.221.000.000,00 

4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

849.013.060.358,00 

C PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK 
DAERAH 

 

1 Pengelolaan Barang Milik Daerah 25.848.137.002,00 

 TOTAL 1.010.861.323.484,00 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 
 
 

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah 

diamanatkan Bupati Kutai Timur dalam rangka mencapai misi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kutai Timur ​

secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Bentuk 

pertanggungjawabannya melalui Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023. 

CAPAIAN KINERJA 
Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai 

Timur selama tahun 2023, disajikan dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 3.1 
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

SASARAN 
PROGRAM NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

1 Tersedianya Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Dokumen 1 1 100,00% 

2 Tersedianya Dokumen 
RKA-SKPD 

Dokumen 1 1 100,00% 

3 Jumlah Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

Dokumen 1 1 100,00% 

4 Jumlah Dokumen 
DPA-SKPD 

Dokumen 1 1 100,00% 
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SASARAN 
PROGRAM NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

5 Jumlah Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD 

Dokumen 1 1 100,00% 

 
 
 
 
 

6 Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Bulan 12 12 100,00% 

7 Terlaksananya Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

Bulan 12 12 100,00% 

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

8 Tersedianya Gaji Bagi 
ASN Kab. Kutai Timur 

Orang 57 57 100,00% 

9 Jumlah Gaji Pelaksana 
Tugas ASN 

Orang 83 81 97,59% 

10 Terlaksananya 
penatausahaan dan 
Pengujian/verifikasi 
Keuangan SKPD 

Dokumen 400 400 100,00% 

11 Terlaksananya 
Akuntansi SKPD yang 
Baik 

Dokumen 1 1 100,00% 

12 Tersusunnya Laporan 
Akhir Tahun yang 
Akuntabel 

Dokumen 1 1 100,00% 

13 Terlaksananya 
Penyiapan bahan 
Tanggapan 
Pemeriksaan 

Dokumen 1 1 100,00% 

14 Jumlah Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Se
mesteran SKPD 

Dokumen 1 1 100,00% 
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SASARAN 
PROGRAM NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

15 Jumlah Pelaporan dan 
Analisis Prognosis 
Realisasi Anggaran 

Dokumen 1 1 100,00% 

Administrasi 
Barang Milik 
Daerah pada 
Perangkat 
Daerah 

16 Jumlah Perencanaan 
Kebutuhan Barang Milik 
Daerah SKPD 

Bulan 12 12 100,00% 

17 Terlaksananya 
Pengamanan Barang 
Milik Daerah SKPD 

Bulan 12 12 100,00% 

18 Terlaksananya 
Pembinaan, 
Pengawasan, dan 
Pengendalian Barang 
Milik Daerah pada 
SKPD 

Bulan 12 12 100,00% 

19 Terlaksananya 
Rekonsiliasi dan 
Penyusunan Laporan 
Barang Milik Daerah 
pada SKPD 

Bulan 12 12 100,00% 

20 Terlaksananya 
Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada 
SKPD 

Bulan 12 12 100,00% 

21 Tersedianya 
Pemanfaatan Barang 
Milik Daerah SKPD 

Bulan 12 12 100,00% 

Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat 
Daerah 

22 Jumlah Pakaian Dinas 
beserta Atribut PNS 
dan TK2D 

Stel 709 709 100,00% 

23 Terpenuhinya Data 
kepegawaian di BPKAD 

Bulan 12 12 100,00% 

24 Tersedianya Sistem 
Informasi Kepegawaian 

Dokumen 1 1 100,00% 

25 Tersedianya Data 
Pegawai 

Bulan 12 12 100,00% 
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SASARAN 
PROGRAM NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

26 Meningkatnya SDM 
Aparatur 

Bulan 12 12 100,00% 

Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

27 Jumlah Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Bulan 12 12 100,00% 

28 Jumlah Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Bulan 12 12 100,00% 

29 Jumlah Bahan Logistik 
Kantor 

Bulan 12 12 100,00% 

30 Jumlah Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

Bulan 12 12 100,00% 

31 Terkoordinasinya 
Pengawasan Yang 
Lebih Kooperatif 

Bulan 12 12 100,00% 

Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

32 Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional 

unit 2 2 100,00% 

33 Jumlah Peralatan dan 
Mesin lainnya sebagai 
penunjang pekerjaan 

unit 12 12 100,00% 

Penyediaan Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

34 Jumlah Surat Menyurat Dokumen 1 1 100,00% 

35 Terpenuhinya Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Bulan 12 12 100,00% 

36 Jumlah Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Bulan 12 12 100,00% 

37 Terlaksananya Jasa 
Pelayanan Umum 

Bulan 12 12 100,00% 

Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 

38 Terpeliharanya 
Kendaraan 
Dinas/Operasional 

Bulan 12 12 100,00% 

39 Jumlah Pemeliharaan 
Mebel 

Unit 10 10 100,00% 
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SASARAN 
PROGRAM NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

Pemerintahan 
Daerah 

40 Kondisi Peralatan layak 
digunakan 

Bulan 12 12 100,00% 

41 Terpeliharanya 
Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Bulan 12 12 100,00% 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Rencana 
Anggaran Daerah 

42 Terlaksananya 
penyusunan KUA / 
PPAS 

Dokumen 2 2 100,00% 

43 Terlaksananya 
penyusunan KUA / 
PPAS Perubahan 

Perda/ 
Perbup 

1 1 100,00% 

44 Tersedianya 
RKA-SKPD 

Dokumen 60 60 100,00% 

45 Tersedianya 
RKAP-SKPD 

Dokumen 60 60 100,00% 

46 Tersedianya DPA-SKPD Dokumen 60 60 100,00% 

47 Tersedianya DPA 
Perubahan SKPD 

Dokumen 60 60 100,00% 

48 Tersedianya PERDA 
APBD dan PERKADA 
tentang Penjabaran 
APBD 

Dokumen 2 2 100,00% 

49 Tersedianya Peraturan 
Daerah tentang 
Perubahan APBD dan 
Peraturan Kepala 
Daerah tentang 
Penjabaran Perubahan 
APBD 

Perda/ 
Perbub 

2 2 100,00% 

50 Jumlah Regulasi serta 
Kebijakan Bidang 
Anggaran 

Dokumen 2 2 100,00% 
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SASARAN 
PROGRAM NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

Koordinasi dan 
Pengelolaan 
Perbendaharaan 
Daerah 

51 Tersedianya 
Pengeluaran Kas 
Daerah 

Bulan 12 12 100,00% 

52 Terlaksananya 
Pengendalian 
Anggaran Kas dan SPD 

Dokumen 1 1 100,00% 

53 Tersedianya Laporan 
Penerimaan dan 
Pertimbangan 

Bulan 12 12 100,00% 

54 Tercapainya 
Implementasi Non 
Tunai 

bulan 12 12 100,00% 

55 Tercapainya 
Implementasi Non 
Tunai 

Bulan 12 12 100,00% 

56 Tercapainya Laporan 
Kas Daerah 

Dokumen 1 1 100,00% 

57 Penerimaan, 
Pengeluaran dan 
Pemotongan atas 
SP2D Dengan Instansi 
Terkait Kas Daerah dan 
Pemungutan dan 
Penyetoran PPK 

Bulan 12 12 100,00% 

58 Jumlah Petunjuk Teknis 
Penatausahaan 
Keuangan Daerah 

Bulan 12 12 100,00% 

59 Jumlah SDM 
Penatausahaan 
Keuangan 

Bulan 12 12 100,00% 

Koordinasi dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi dan 
Pelaporan 
Keuangan 
Daerah 

60 Tersusunnya Laporan 
Keuangan Kab. Kutai 
Timur yang Akuntabel 

SKPD 57 57 100,00% 

61 Jumlah Laporan 
Keuangan Bulanan, 
Triwulan dan 
Semesteran 

Laporan 12 12 100,00% 
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SASARAN 
PROGRAM NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

62 Tersusunnya Laporan 
Keuangan Pemerintah 
Kab. Kutai Timur 

Laporan 341 341 100,00% 

63 Tersusunnya Laporan 
Keuangan Kab. Kutai 
Timur yang Akuntabel 

Dokumen 2 2 100,00% 

64 Tersusunnya Laporan 
Keuangan Kab. Kutai 
Timur yang Akuntabel 

Laporan 1 1 100,00% 

65 Sebagai Pedoman bagi 
Entitas Akuntansi si 
Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kutai Timur 

Dokumen 1 1 100,00% 

66 Sebagai Pedoman Bagi 
Entitas Akuntansi di 
Lingkungan 
Pemerintahan Kab. 
Kutai Timur 

Dokumen 1 1 100,00% 

67 Meningkatnya 
Kapasitas Entitas 
Akuntansi 

SKPD 57 57 100,00% 

68 Tersusunnya Laporan 
Keuangan Kab. Kutai 
Timur yang Akuntabel 

BLUD 8 8 100,00% 

Penunjang 
Urusan 
Kewenangan 
Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah 

69 Telaksananya 
Pemenuhan 
Persyaratan 
Penyaluran dan 
Cadangan DAK Fisik 
dari Pemerintah Pusat 

Dokumen 1 1 100,00% 

70 Terlaksananya 
Inventaris Pemerintah 
Daerah 

Dokumen 1 1 100,00% 

71 Terlaksananya 
Kebijakan dan Alokasi 
Subsidi 

Dokumen 1 1 100,00% 
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SASARAN 
PROGRAM NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

72 Terlaksananya 
Kebijakan Alokasi 
Subsidi 

Dokumen 1 1 100,00% 

73 Analisis Perencanaan 
dan Penyaluran 
Bantuan Keuangan 

 1 1 100,00% 

74 Pengelolaan Dana 
Darurat dan Mendesak 

 1 1 100,00% 

75 Terlaksananya 
Pengelolaan Dana Bagi 
Hasil untuk Kab. Kutai 
Timur 

Dokumen 1 1 100,00% 

Pengelolaan Data 
dan Implementasi 
Sistem Informasi 
Pemerintah 
Daerah Lingkup 
Keuangan 
Daerah 

76 Terlaksananya 
Implementasi dan 
Pemeliharaan Sistem 
Informasi Pemerintahan 
Daerah 

Dokumen 1 1 100,00% 

77 Tersusunya Laporan 
Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Kutai Timur 
Yang Akuntabel 

SKPD 57 57 100,00% 

Pengelolaan 
Barang Milik 
Daerah 

78 Jumlah Dokumen 
Standarisasi Susunan 
Harga 

Dokumen 1 1 100,00% 

79 Jumlah Dokumen 
Daftar Kebutuhan 
Barang Milik Daerah 
(DKBMD), Daftar 
Kebutuhan 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
(DKPBMD) dan Daftar 
Rencana Hibah Barang 
Milik Daerah 

Persen 100 100 100,00% 

80 Terlaksananya 
Perencanaan 
Kebutuhan Barang Milik 
Daerah 

Dokumen 1 1 100,00% 
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SASARAN 
PROGRAM NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

81 Terlaksananya 
Kebijakan Pengelolaan 
Barang Milik Daerah 

Dokumen 1 1 100,00% 

82 Jumlah Kegiatan 
Penatausahaan Barang 
Milik Daerah 

Kegiatan 1 1 100,00% 

83 Terlaksananya 
Inventarisasi Barang 
Milik Daerah 

Dokumen 1 1 100,00% 

84 Jumlah Tanah Milik 
Pemerintah Kab. Kutai 
Timur yang Sudah 
Memiliki Sertifikat 

Dokumen 1 1 100,00% 

85 Jumlah Kegiatan 
Penilaian Barang Milik 
Daerah 

Kegiatan 1 1 100,00% 

86 Jumlah Kegiatan 
Penggunaan, 
Pemanfaatan, 
Pemindahtanganan, 
Pemusnahan dan 
Penghapusan Barang 
Milik Daerah 

Kegiatan 5 5 100,00% 

87 Jumlah Kegiatan 
Rekonsiliasi Barang 
Milik Daerah 

Kegiatan 1 1 100,00% 

88 Jumlah Pengguna 
Barang Kuasa 
Pengguna Barang, 
Pengurus Barang 
Pengguna dan 
Pengurus barang 
Pembantu yang 
Menjadi Peserta 
Bimbingan Teknis dan 
Sosialisasi Terkait 
Pengelolaan Barang 
Milik Daerah 

Orang 128 128 100,00% 
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SASARAN 
PROGRAM NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

CAPAIAN KINERJA 99,97% 
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Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja 
 

 

No 

 

Tujuan / 
sasaran 

Indikator 
kinerja 

Tahun 

(n-2) 

Tahun 

(n-1) 

Tahun (n) 

Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian 

1.4.1.1 Terwujudnya 

Tertib 

Administrasi 

dalam 

Pengeloaan 

Keuangan 

Daerah 

Opini BPK 

terhadap 

Laporan 

Keuangan 

WDP WTP WTP WTP WTP 

1.4.1.2 Terwujudnya 

Tertib 

Administrasi 

Dalam 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

Opini BPK 

terhadap 

Laporan 

Keuangan 

WDP WTP WTP WTP WTP 
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ANALISIS CAPAIAN KINERJA 

Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai 

Timur mencapai 93.77% dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. 

Terhadap 3 program yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Kutai Timur, secara umum capaian kinerjanya telah mencapai 

target yang ditetapkan, analisis terhadap capaian 3 program tersebut diuraikan 

sebagai berikut: 

1.​ Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota terdiri dari 41 indikator kinerja, sebanyak 40 indikator telah 

mencapai target, sedangkan 1 indikator belum mencapai target yang 

diharapkan. Indikator yang belum mencapai target yaitu indikator Jumlah Gaji 

Pelaksana Tugas ASN yang ditargetkan untuk 83 orang, namun realisasinya 81 

orang. Hal ini dikarenakan ada 2 orang pegawai Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur yang pindah ke Perangkat Daerah lain. 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini ditunjang 

oleh 7 kegiatan, yaitu: 

a.​ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 

b.​ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 

c.​ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; 

d.​ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 

e.​ Administrasi Umum Perangkat Daerah; 

f.​ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 

g.​ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah. 

2.​ Capaian kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 36 indikator 

kinerja dan seluruhnya telah mencapai target yang diharapkan. 

Program Pengelolaan Keuangan Daerah ini ditunjang oleh 5 kegiatan, yaitu: 

a.​ Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah; 

b.​ Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; 

c.​ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; 

d.​ Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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e.​ Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah. 

3.​ Capaian kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 11 

indikator kinerja dan seluruhnya telah mencapai target yang diharapkan. 

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah ini ditunjang oleh 1 kegiatan, yaitu 

kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

 
REALISASI ANGGARAN 

Realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kutai Timur tahun 2022 sebesar Rp393.027.089.391,00 atau terserap 53,90% 

dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp945.147.209.222,00 atau 

terserap 93,77%. Rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.2 
Realisasi Anggaran Tahun 2023 

NO PROGRAM/KEGIATA

N 

ANGGARAN REALISASI % 

A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

1 Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

5.700.337.150,00  5.454.232.074,00  95,68% 

2 Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

69.788.784.526,00  51.882.576.410,00  74,34% 

3 Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

650.000.000,00 0,00  0% 

4 Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

7.977.164.008,00 6.501.610.456,00  81,50% 
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NO PROGRAM/KEGIATA

N 

ANGGARAN REALISASI % 

5 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

12.062.474.914,00  7.833.289.911,00  64,94% 

6 Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

4.425.363.774,00 3.524.233.078,00  79,64% 

7 Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

4.450.000.000,00 3.277.313.514,00  73,65% 

B PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

1 Koordinasi dan 
Penyusunan Rencana 
Anggaran Daerah 

8.764.000.000,00 7.600.016.861,00  86,72% 

2 Koordinasi dan 
Pengelolaan 
Perbendaharaan 
Daerah 

15.961.001.752,00  14.989.397.258,00  93,91% 

3 Koordinasi dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan 
Daerah 

6.221.000.000,00  5.146.255.638,00  82,72% 

4 Penunjang Urusan 
Kewenangan 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

849.013.060.358,00  815.480.356.454,00  96,05% 

C PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

1 Pengelolaan Barang 
Milik Daerah 

25.848.137.002,00 23.457.927.508,00 90,75% 

 TOTAL 1.010.861.323.484,00 945.147.209.222,00 93,77% 
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BAB IV 

PENUTUP 
 
 

KESIMPULAN 

Laporan Kinerja ini adalah wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kutai Timur tahun 2023. Laporan Kinerja menggambarkan dan menyajikan 

pencapaian kinerja dan realisasi keuangan atas perjanjian kinerja yang 

ditandatangani antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kutai Timur dan Bupati Kutai Timur. 

Secara total pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kutai Timur mencapai 93,77% 
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RENCANA TINDAK 

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja serta pelayanan 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk 

tahun- 

tahun ke depannya, maka diperlukan sejumlah langkah-langkah yang dirumuskan 
antara lain: 

1.​ Melakukan telaah dan revisi Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah jika diperlukan, menyesuaikan dengan kondisi terkini dan 

RPJMD Kabupaten Kutai Timur; 

2.​ Menyusun Perjanjian Kinerja tahun-tahun berikutnya menyelaraskan dengan 

Renstra dan RPJMD; 

3.​ Melakukan kajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan 

dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah; 

4.​ Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang 

keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan dan aset 

daerah di BPKAD maupun seluruh pengelola keuangan dan aset di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, baik dalam bentuk bimbingan teknis, 

Pendidikan dan pelatihan (Diklat), workshop, Program Pelatihan Mandiri (PPM), 

ataupun bentuk pelatihan lainnya. 
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